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PENGATURAN TENTANG PENANAMAN MODALA ASING (PAA) I
INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERJANIIAN “THE
TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES™ (TRIMs) DATLAM

BRERANGRA WTO
{Yulfina, 01140166, 77 Halaman, Tahun 2005)

ABSTRAK

Pengaturan PMA sangat rentan terhadap perubahan yang begiiu cepat
sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian wnluk delap dapat memenub:
kebutuhan  lepislasi nasional wvang sejalan dengan hukum  internasional
Perkembangan imvestas: dalam bentuk PMA ni terasa semakin pemting mengingal
akan kebutuhan modal untuk menunjang permumbuhan ekonemi nasional, Namun
iikarenakan terdapat begitu banyak kendala dan hambatan vang menyerainva
schingga pelaksanaan terthadap PMA di Indonesia tidak dapst benalan seperti
vang dibarapkan dalam ULIPMA 1967,

Meskipun pemenniah  terus berupayz dalam  melakukan perbaskan-
perbatkan batk dan kebijakan investasi itu sendirt maupun dar penimpkatan
sarana dan prasarana vang memadal entuk menciptakan iklim investasi vang
kondusif, akan tetapt masih sajz tmbul rasa pesimisme akan terjadinva perubahan
kehijakan investasi secara mendasar.

Metode  pendekatan yundis normanf depgan melakukan penelitian
terhadap data skunder. Salah satu vang mendesak untuk segera dilakukan adalah
revisl terhadap UUPMA 1987 im, selain sudah "ot of date”™ denpan kcbutuban
era plobalisas dewasa i, revist dimaksudban juga penting ariinya dalam epaya
mengakomodasikan perjanjian internasional melalvn TRIMs dalam herangka
W) Dengan adanya kebijakan investasi vang bersahabat dan pasti, tentu saja
dapat memungkinkan aplikast dan konimbuest yang nyata bagh perkembangan dan
perumbuhan ekonomi nasional
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PENDAHULUA N

A. Latar Belakang

Ronmbusi Penanaman Modal Asing {PMA) dalam berbapai aknvitasnyva
selama i sangat berperan bagy pembanpunan ckonomi Indonesia, bahkan
kebutuhan PMA masih akan terus berlanjut sesuai dengan fingsinya sebagai salah
satl sumber dana dan sumber daya vang dibutuhkan dalam pembangunan.
Kebutuhan terhadap PMA tidak hanya dialam oleh negara-nepara berkembang
lapi juga oleh negama-negara maju yanz biasanya mengalami kekuranpan dalam
hal Sumber Daya Alam (SDA) Meskipun kebutuhan terhadap PMA secara
tertzlis dalam perundang-undangan dinvatakan hanva sehagal pelenphap saja,
namun di dalam kenvatzan dan fakia vang tegadi, justru PMA sanpat dominan
dalam membantu bergeraknya program-program permbangunan ckonomi nasional
dan global,'

Dalam era globalisasi dewass ini, denpan adanya tuntutan nternasional
dan kebutuhan nasional vang semakin menmpkat, diperlukan adanva kebijakan
ekonomt yang lebih jelas dalam hal penpaturan PMA, Khususnya terhadap sckior-
selior wsaha tertentu,

PPada salah satu laporan World Trode Oreanisation (WTO) menunjukkan,
bahwa terdapal suatu perkembangan vang cukup mendasar dibidang penanaman

modal kKhususnva sejak tabun 1980-an Aliran penanaman modal secara global

‘T Mulya Lubis, Swkvar fdcnoan, Sinar Harapen, Jabarda, 1902 b @0
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hanyalah sckitar 60 milliar dollar A5 pada tabun 1983 Namun, angka ini
mengalami pemngkatan yang cepat dalam kurun wakia 10 tahon kemudian, yaitu
schesar 315 milliar dollar AS

Begitu juga vang terlibat dalam peningkatan penanaman modal asing di
ncgara-negara vang berkembang sekntar 15 tabun terakhie. Meskipun tenjads
peningkatan PMA pada nepara-pegara maju maupun berkembang, tapi tidak
diketaln secara jelas apa yvang menjadi penyebab peningkatan penanaman modal
terschut. Salah satu taktor utama vang menyebabkan memngkatnva penanaman
modal asing tersebut dikarenakan adanva liberalisasi hukum penanaman meodal
asing baik pada negara maju dan negara ]'.ler]»:r:*.m'l':na.ng_3

Permasalahan yang mendasar adalah hukum intermasional vang mengatur
masalak ini, terlihat kurang tanggap dalam mengimbangi perkembangan dan
perubahan yang tenadi dalam penanaman modal

Salah sate pendapat vang berkembang mengungkapkan bahwa lambatnya
petkembangan  hukem  niemasional  dalam mengatur masalah e adalah
dikarcnzkan kurangnva upava keordinesi masyarekat ntemasional  untuk
merumuskan aturan-aturan hukum dibidang ini.”

Lemahnva amran hekum mtermasional yang mengatur bidang imipun
memadi  salah  satu  penvebab  karena  Gdak  adanva  imsianl masyarakal

mternasional. Michael Geist menpungkapkan, bahwa tdak adanya mat yang

WO, Annnard Repoed 1996 (Genevn . WTO, 1996), hal 44

* Huala Adalf [ ferfanficnd Pomaiernan Afoda! Dalam Hukten Perdagangan imternaviong! (700,
lakarta: PT RajaGrafinde, 2004, hal 2

* Ibid, hal 3
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PENUTUT

Ao Kesimpulan

Herinik wolak dars romusan permasalahan dan hasil pembahasan vang telah

dikemukakan di mas. ada beberapa hal vang dapat distimpulkan:

I

Perdepat adanya perbedaan pandanpan terthadap PMA  diantarg Negar
berkembanyg dan negara maju. Keheradaan PMA di negars berkembang idak
terlepas dan twusn pembangunan ekonoms nasionainyva, sedangkan negars
wagu lebih mehibz dari aspel keentungan maksima! bagl investasinyg
Adanva perbedzan  pandangan ini dimanclestasikan ke dalum pengaturan
UMA vang berbede-beda i setiap nemara. termasuk tndonesia, Muski
demikean esensizl pengaturan PMA d negara berkembang tetan sama, vaity
menderong Gnsentip) PMA pada sati sisi dan membatssi (restrikiin
keberadoan PMA disst lain, Sedangkan di negara maju. pengaturannya lebih
mendorong sckaligus memberikan perlindungan vang berlebitian, babikan
cenderung memadakan  pembaiasan-pembatasan aiay hambatan-hambatan
terhadap akiivitas PhA

Pengaturan PMA di Indonesia sangal relevan dengan perjanjian TRIMs,
karena pada dasarma T Etl?‘-f.*ls bertujuan unick menveimbangkan amars
manfaat dan dampak aktivieas PMA di negard penenma modal, termasek
Indonesta, Hal ini dapat dilihat danl ketentuan-Yetentuan vang terdapal dalam

LILPMA No 171967 dan berbagai peraturan pelaksanaannva. Mesk demikizn

-l
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